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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah illahi robbi,
saya bisa menyelesaikan penyusunan buku ajar ini yang berjudul
“Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang
Berkeadilan dan Berkebenaran”. Buku ini sebagai kelanjutan dari
buku “Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang
Berkeadilan dan Berkebenaran”. Bolehlah, buku ini disebut sebagai
buku ajar Hukum Pidana I dan buku ajar Hukum Pidana II, seperti
penamaan dua matakuliah Hukum Pidana di masa lalu.

Buku ajar ini memuat materi perkuliahan Hukum Pidana
Lanjutan yang membahas mengenai Percobaan (Poging); Penyertaan
(Deelneming); Perbarengan Tindak Pidana (Concursus); Alasan
Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana; Alasan Hapusnya
Kewenangan Menjalankan Pidana; dan Pengulangan Tindak Pidana
(Recidive), yang merupakan hasil kajian komprehensif dari sejumlah
buku hukum pidana yang relevan dan berkualitas berasal dari
pemikiran Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Topo
Santoso, S.H., M.H.; Drs. Adami Chazawi, S.H., dan lain-lain.

Buku ajar ini dilengkapi dengan draft RUU KUHP naskah per 14
September 2019, sebagai perbandingan /persandingan antara hukum
pidana positif dengan draft/ rumusan Rancangan Undang-Undang
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) nasional
yang telah dibahas secara intensif oleh Pemerintah RI dan DPR RI
sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sayangnya, kita belum
jadi punya KUHP nasional sendiri karena terjadi penundaan
Pembahasan RUU KUHP di Tingkat Il pada periode sebelumnya
(2019) dan akan dibahas kembali RUU KUHP secara lebih
komprehensif di periode tahun 2020 ini.
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RUU KUHP menjadi prioritas pembahasan pada tahun 202 j,
; - urut 5. Pemerintah kemudian mengkaji kembyg;
ﬁ?:sm}mkan bahwa terdapat 14 (empat belas) supstanSI RUU Kup
yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. {\kan
ietapi. Pemerintah dan DPR RI masih perlu me.mutuskan m'ekamsme
pembahasan RUU KUHP di periode ini mengingat Pemerintah dgap
DPR RI belum mencapai suatu keputusan mengenai hal dimaksud.
Dengan diterbitkannya buku Hukum Pidana Lanjutan ipj
diharapkan semakin mendorong semangat Bangsa Indonesia untuk
segera mengundangkan dan memberlakukannya UU KUHP. Segera
kekurangan dan kelemahan dalam rumusan KUHP tidak

menyurutkan langkah, menghentikan, dan membendung semangat
keberlakuannya. KUHP nasional pasti akan menjadi

kebanggaan
nasional bangsa Indonesia sebagai produk sendiri da

lam negeri,

Bandar Lampung, 2 Oktober 2020.
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HENI SISWANTO dilahirkan di Jepara, 4 Februari 1965 adalah Dosen
PNS pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, Golongan IV /b, Pembina Tingkat .
Penulis aktif sebagai pengajar di sejumlah matakuliah S-1, S-2, dan S-3 di
antaranya adalah Hukum Pidana, Delik Tertentu dalam KUHP, Delik Khusus di
Luar KUHP, Hukum dan Kriminalistik (PJ), Hukum Pidana Internasional (PJ);
Hukum Pidana Internasional dan HAM (PJ) serta Kejahatan Ekonomi (PJ-PJJ);
Pembaharuan Hukum Pidana. Sebagai peneliti [lmu Hukum Pidana, Hukum
Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana, khususnya terhadap tema Kejahatan
Begal. Sebagai pengabdi mengenai Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum

Pidana.

Penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan buku referensi, di
antaranya buku berjudul Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan
Perdagangan Orang, yang diterbitkan oleh Indepth Publishing, Bandar
Lampung, pada tahun 2013; buku Hukum Pidana-Menuju Pemikiran
Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Editor oleh Prof. Dr. Maroni,
S.H., M.H. yang diterbitkan oleh Pusaka Media, Bandar Lampung, pada tahun
2020; dan yang terakhir adalah Hukum Pidana Lanjutan-Menuju Pemikiran
Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Editor oleh Prof. Dr. Maroni,
S.H., M_H. yang diterbitkan oleh Pusaka Media, Bandar Lampung, pada tahun

2020.

Buku ajar ini membahas sejumlah materi perkuliahan mengenal
Percobaan (Poging); Penyertaan (Deelneming); Perbarengan Tindak Pidana
(Concursus); Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana; Alasan
Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana; dan Pengulangan Tindak Pidana
(Recidive). Buku yang merupakan hasil kajian komprehensif dari sejumlah
buku hukum pidana ternama dan berkualitas yang berasal dari buah
pemikiran oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H,; Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof.
Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.; Drs. Adami Chazawi, S.H., danlain-lain.

Buku ini sangat layak untuk menjadi pegangan bacaan secara teoretik
dan praktik yang dilakukan oleh Mahasiswa, Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat,
dan masyarakat umum untuk mendalami llmu Pengetahuan Hukum Pidana,
Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana, Mudah-mudahan keinginan
penulis itu tercapat, sehingga kehadiran buku ini memberi manfaat besar

untuk pengembangan Hukum Pidana Indonesia,

o penerbit pusaka ISBN 978-623-6569-32-0
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